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ABSTRAK 
Syahrul Ibsar B 111 10 340, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2013/ PN.SUNGG). 
Dibimbing oleh Bapak Muhadar selaku pembimbing 1 dan Ibu Nur Azisah 
selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum 
pidana materiil terhadap tindak pidana pembunuhan dan pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan nomor 
336/Pid.B/2013/PN.SUNGG. 
Untuk mencapai tujuan tersebut penulis melakukan penelitian 
dengan menggunakan jenis penelitian pustaka dan penelitian lapangan. 
Penulis berusaha menelaah bahan hukum yang diperoleh dari beberapa 
buku dan literature, termasuk Putusan Hakim, Surat Dakwaan maupun 
Tuntutan Jaksa serta hasil penelitian lapangan yang diperoleh dengan 
mengumpulkan bahan dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara 
langsung kepada responden dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang 
ditetapkan terhadap terdakwa sudah tepat karena telah memenuhi semua 
unsur dalam Pasal 338 KUHPidana. Hakim dalam memutuskan perkara 
mempunyai banyak pertimbangan baik itu pertimbangan yuridis maupun 
keyakinan hakim itu sendiri.  
 
  
vi 
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah 
SWT  yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis 
terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan 
No.336/Pid.B/2013/PN.SUNGG)” untuk memenuhi persyaratan guna 
menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin Makassar. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 
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diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya 
ilmiah yang lebih baik.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi 
kehidupan, manusia dituntut pula agar bisa mengembangkan dirinya untuk 
dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai 
makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan 
akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan 
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta 
masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam 
rangka aktualisasi diri. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang 
dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan 
sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat 
merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. 
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat 
dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak 
negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan 
dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan 
segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, 
pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini 
dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang 
timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran 
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yang dewasa ini sudah dilakukan oleh semua kalangan, dan para kaum 
remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin 
mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus 
kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun 
media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum 
yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena 
sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini. 
Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum 
positif atau hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. 
Kejahatan hadir ditengah masyarakat dalam berbagai model perilaku yang 
sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar, dan dilarang oleh 
hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap. 
Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan 
masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi tidak semua 
unsur dalam masyarakat siap tunduk pada aturan yang ada. Oleh karena 
itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan 
pembunuhan. 
Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang 
sangat kompleks dan rawan  serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. 
Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan 
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tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan 
manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan 
memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan 
yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. 
Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat 
mengerikan dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap 
kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah pelajar/mahasiswa 
yang dimana faktor penyebabnya yaitu adanya kecemburuan sosial, 
dendam, dan faktor psikologis seseorang. 
Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah 
melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam 
kenyataan masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun 
terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di 
Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya 
meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan 
modus operandi yang berbeda. 
Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat  penegak hukum dan seluruh 
lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma-norma hukum, 
namun kadangkala gradiasi pidana yang dijatuhkan memiliki dua sisi, 
disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan 
pada sisi lain. Pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai pelanggaran 
terhadap Hak Asasi Manusia. 
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Meskipun asumsi diatas cukup beralasan namun tampaknya 
masalah sanksi pidana sangat strategis dalam menanggulangi dan 
mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksi pidana tidak ada pula 
yang menjalankan fungsi secara optimal. 
Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial 
masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga 
tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.  
Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa 
perlunya penulis memilih judul proposal ini. Dalam skripsi yang dibahas, 
Penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.336/Pid.B/2013/ 
PN.SUNGG)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
merumuskan  beberapa masalah untuk dibahas, yaitu: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap 
kasus tindak pidana pembunuhan dalam putusan perkara 
pidana nomor 336/Pid.B/2013/PN.SUNGG? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dalam 
putusan No.336/Pid.B/2013/PN.SUNGG? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
kasus tindak pidana pembunuhan dalam putusan perkara 
pidana nomor336/Pid.B/2013/PN.SUNGG. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dalam 
putusan perkara No.336/Pid.B/2013/PN.SUNGG. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut : 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum pidana 
materiil dalam tindak pidana pembunuhan. 
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum 
pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam 
menambah pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar 
lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, 
khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya 
kejahatan pembunuhan di Indonesia khususnya di Makassar. 
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 
terulangnya peristiwa yang serupa. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah delik adalah merupakan kata yang diadopsi dari istilah 
bahasa latin delictum dan delicta. Delik dalam bahasa disebut 
strafbaarfeit. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. 
Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat 
dan boleh. Sedangkan felt diartikan sebagai tindak, peristiwa, 
pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict yang artinya 
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2010:72) mengatakan bahwa suatu 
strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
Berikut ini adalah beberapa pendapat pengertian tindak pidana 
dalam arti strafbaarfeit menurut pendapat para ahli : 
J.E Jonkers (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi pendek memberikan pengertian: strafbaarfeit adalah 
suatu kejadian (feit) yang dapat diancam dengan hukuman 
pidana oleh undang-undang. 
 Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan 
pengertian “starfbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang melawan 
hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh 
orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Pompe (Bambang Poernomo,1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
a. Defenisi menurut hokum positif merumuskan pengertian 
“starfbaarfeit” adalah suat kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
 
Simons (P.A.F Lamintang,1997:18) 
“strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum” 
 
Van Hamel (P.A.F Lamintang,1997:18) 
“strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-
hak orang lain.” 
 
Berbeda dengan pandangan para pakar diatas, menurut Halim 
(Adami Chazawi,2010 :72) menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau 
tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-
undang (pidana). 
Rusli Effendy (1986:2) memberikan batas pengertian delik sebagai 
berikut: 
“Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar 
larangan tersebut”. 
 
Apabila diperhatikan rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa istilah perisitwa pidana sama saja dengan istilah delik, 
yang redaksi artinya adalah strafbaarfeit. 
8 
Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna 
sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan 
ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan 
tersebut. 
Moeljatno (1985:54) menggunakan istilah perbuatan pidana 
sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan memberikan definisi sebagai 
berikut: 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan manay yang disertai ancaman (sanksi yang 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut).” 
 
Istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1984:6) 
sebagai berikut: 
“Tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat dihukum yaitu sebagai suatu perbuatan yang 
dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila 
dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan akan diancam dengan pidana.” 
Sedangkan Bambang Poernomo (1982:90) menyatakan bahwa : 
“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal 
dengan istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mepergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-
undang dalam merumuskan strafbaarfeit mempergunakan istilah 
pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.” 
Lebih lanjut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik. 
Strafbaarfeit, peristiwa pidana, dan tindak pidana serta perbuatan pidana 
mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang 
oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan 
sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut. 
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Vos (Bambang Poernomo, 1982:90) terlebih dahulu 
mengemukakan arti sebagai “Tatbestandmassigheit”  merupakan 
kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam 
undang-undang yang bersangkutan. 
Delik menurut pengertian sebagai “Wesencshau” telah diikuti oleh 
para ahli hukum pidana dan Yurisprudensi Nederland dalam hubungannya 
dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil. Pengertian dan istilah 
strafbaarfeit menurut Vos (Bambang Poernomo,1982:91) adalah suatu 
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang diancam 
dengan ancaman pidana. 
Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam starfbaar feit oleh 
Vos telah ditunjuk pendapat oleh Simonss (Bambang Poernomo,1982:92) 
yang menyatakan suatu strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan 
hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu 
strafbaarfeit mempunyai elemen “wederrechtlijkkheld” dan “schuld” 
Halini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan 
definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers 
menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih 
menjurus kepada pengertian strafbaarfeit  dalam arti menurut hukum 
positif atau definisi pendek. Hal ini akan berbeda dengan Simonss yang 
meberikan pengertian strafbaarfeitdalam arti menurut teori atau defenisi  
yang panjang. 
Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan 
oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan 
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penggunaan istilah peristiwa pidana dalam skripsi ini, seperti halnya apa 
yang dikemukakan  oleh Rusli Effendy (1986:46) bahwa : 
“Definisi dari perisitiwa pidana tidak ada. Oleh karena itu timbullah 
pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat 
dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa 
pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHPid) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.” 
Namun Penulis lebih condong sependapat dengan alasan Sudarto 
(1989:30) menggunakan isitilah tindak pidana didasarkan atas 
pertimbangan yang bersifat sosiologis, karena istilah tersebut sudah dapat 
diterima dan tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Adapun unsur delik menurut doktrin, terdiri dari unsur subjektif dan 
unsur objektif. Laden Marpaung (2005:9) mengemukakan unsur-unsur 
delik sebagai berikut : 
a. Unsur Subjektif 
Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An 
act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
facit reurn mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 
kealpaan (schuld). 
b. Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia berupa : 
 Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
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 Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain : 
- Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
- Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
- Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. 
Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan. Salah satu 
unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari 
pengadilan. 
Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana: 
a. Satochid Kartanegara (Laden Marpaung,2005:10) 
Unsur delik terdiri dari atas unsure objektif dan unsur subjektif. 
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia, 
yaitu : 
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 Suatu tindakan 
 Suatu akibat 
 Keadaan 
Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Adapun unsure subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yang dapat berupa: 
1. Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan 
2. Kesalahan 
b. Moeljatno (Adami Chazawi,2010:79) 
Unsur tindak pidana adalah: 
1. Perbuatan; 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
3. Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
c. Vos (Adami Chazawi,2010:80) 
Unsur tindak pidana adalah: 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan 
d. Jonkers (Adami Chazawi,2010:81) 
Unsur tindak pidana adalah: 
1. Perbuatan (yang) 
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
3. Kesalahan 
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Dalam KUHAP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak 
pidana atau delik kejahatan yaitu: 
a. Adanya laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP) yaitu pemberitahuan 
yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban 
berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 
pidana (KUHAP Pasal 1 ayat 24). Biasanya laporan ini datang 
dari saksi-saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) 
atau dari keluarga korban, adapun laporan juga datang dari 
korban dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan 
perbuatannya dalam hal ini tersebut menyerahkan diri. 
b. Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP) adalah 
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang 
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 
menindak menurut hukum seorang yang melakukan tindak 
pidana  aduan yang merugikannya (KUHAP Pasal 1 ayat 25). 
c. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP) yaitu 
tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak 
pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak 
pidana, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai 
sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat 
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang 
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menunjukkan bahwa dia adalah pelakunya atau turut melakukan 
atau membantu melakukan tindak pidana itu. 
d. Pengetahuan sendiri polisi. Polisi menduga adanya tindak 
pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya 
peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan 
penggeledahan di TKP yang diduga tempat terjadinya suatu 
tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui 
terjadinya delik seperti baca di surat kabar, dengar dari radio, 
dengar dari orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga pihak 
kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap 
seseorang yang diduga terlibat tindak pidana di TKP. 
 
B. Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan berasal 
dari kata “bunuh” membunuh yang berarti menghilangkan (menghabisi; 
mencabut) nyawa; mematikan dan “pembunuhan”adalah proses, cara, 
perbuatan membunuh. 
Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan 
nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, walaupun yang tidak 
melawan hukum. Pembunuhan ini biasanya dilatar belakangi berbagai 
motif misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri dan 
sebagainya. 
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2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
a. Menurut Pasal 338 KUHP 
Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima 
belas tahun. 
 
b. Menurut Pasal 339 KUHP 
Pembunuhan yang diikuti, disertai, didahului oleh suatu 
perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau 
untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari 
pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara 
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara 
 
c. Menurut Pasal 340 KUHP 
Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih 
dahulu  merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 
dua puluh tahun. 
 
d. Menurut Pasal 341 KUHP 
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak 
pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan 
sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena 
membunuh anak sendir, dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
 
e. Menurut Pasal 342 KUHP 
Seorang ibu untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena 
takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan anak, pada saat 
anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa 
anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak 
sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
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f. Menurut Pasal 343 KUHP 
Kejahatan yang ditenagkan dalam Pasal 341 dan 342 
dipandang bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai 
pembunuhan atau pembunuhan berencana. 
 
g. Menurut Pasal 344 KUHP 
Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan 
orang itu sendiri yang jelas dengan kesungguhan hati, diancam 
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
h. Menurut Pasal 345 KUHP 
Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh dir, 
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana 
kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. 
 
i. Menurut Pasal 346 KUHP 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 
kandaungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
 
j. Menurut Pasal 347 KUHP 
1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun. 
2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita 
tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
 
k. Menurut Pasal 348 KUHP 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya, diancam  dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun empat bulan. 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
 
l. Menurut Pasal 349 KUHP 
Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun 
melakukan atau membantu melakukan melakukan salah satu 
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kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka 
pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 
sepertiga  dan dapat dicabut hak untuk menjalankan 
pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 
 
m. Menurut Pasal 350 KUHP 
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena 
pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan 
berdasarkan Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan 
pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-5 
 
3. Unsur-Unsur  Delik Pembunuhan  
a. Pasal 338 KUHP 
Dari ketentuan diatas, unsur-unsur dari pasal tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja 
3. Merampas nyawa orang lain 
 
b. Pasal 339 KUHP 
1. Untuk mempersiapkan pidana lain 
2. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain 
3. Dalam hal tertangkap tangkap tangan, ditujukan untuk : 
a. Menghindarkan diri atau peserta lain dari pidana 
b. Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya 
secara melawan hukum 
 
c. Pasal 340 KUHP 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja 
3. Dengan rencana terlebih dahulu 
4. Merampas nyawa orang lain 
 
d. Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHP 
1. Seorang ibu  
2. Karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat 
anak dilahirkan  
18 
3. Tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya 
 
e. Pasal 344 KUHP 
1. Barang siapa 
2. Merampas nyawa orang  lain atas permintaan orang itu 
sendiri 
3. Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati 
 
f. Pasal 345 KUHP 
1. Barang siapa 
2. Sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri 
3. Menolongnya dalam perbuatan itu 
4. Atau memberi sarana kepadanya untuk itu 
 
g. Pasal 346 KUHP 
1. Seorang wanita  
2. Dengan sengaja  
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya 
4. Atau menyuruh orang lain untuk itu 
 
h. Pasal 347 ayat (1) KUHP 
1. Barang siapa 
2. Dengan sengaja menggugurkan 
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
persetujuannya 
 
i. Pasal 347 ayat (2) KUHP 
1. Jika perbuatan itu 
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut 
 
j. Pasal 348 ayat (1) KUHP 
1. Barang siapa  
2. Dengan sengaja menggugurkan 
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya 
 
 
k. Pasal 348 ayat (2) KUHP 
1. Jika perbuatan itu 
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut 
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l. Pasal 349 KUHP 
1. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat 
2. Membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 
KUHP 
3. Ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347, dan Pasal 
348 KUHP 
4. Maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan 
 
m. Pasal 350 KUHP 
1. Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan 
2. Karena pembunuhan berencana 
3. Atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 
347, dan Pasal 348 KUHP 
4. Dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 
No. 1-5 KUHP 
 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Istilah pidana berasal dari kata straf(Belanda) atau istilah hukuman. 
Para sarjana terutama membedakan istilah hukuman dan pidana, yakni 
hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 
administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan 
sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1997 : 47), arti pidana atau 
straf menurut hukum positif adalah : 
“Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas 
nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum 
umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata  karena orang 
tersebut telah melanggar suatu perbuatan hukum yang harus 
ditegakkan oleh negara.” 
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Menurut Adami Chazawi (2010:24) Pidana lebih tepat didefinisikan 
sebagai berikut : 
“Suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara 
pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum 
(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hokum pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).” 
 
Menurut Sudarto (Waluyadi,2003:3), mendefinisikan bahwa: 
yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja 
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu.  
 
Menurut Saleh (Waluyadi,2003:3), mengartikan bahwa yang 
dimaksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu 
nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik. 
 
2. Jenis-jenis Pidana 
Mengenai teori pemidanaan dalam literatur hukum disebut dengan 
teori hukum pidana yang berhubungan langsung dengan pengertian 
hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang 
dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana 
tersebut. 
Dalam Pasal 10 KUHP terdiri dari atas : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan 
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
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Teori pemidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan 
yaitu: 
1. Teori absolute atau teori pembalasan 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat, 
penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat 
dibenarkan karena penjahat telah melakukan atau membuat penderitaan 
terhadap orang lain. 
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah yakni: 
a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan). 
b. Ditujukan memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). 
2. Teori relative atau teori tujuan 
Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam 
masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari 
sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat 
maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu : 
a. Bersifat menakut-nakuti 
22 
b. Bersifat memperbaiki 
c. Bersifat membinasakan 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam 
yaitu : 
a. Pencegahan umum 
b. Pencegahan khusus 
3. Teori gabungan 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat 
ditetapkan yaitu sebagai berikut: 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang 
perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak 
boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
 
D. Putusan 
1. Pengertian Putusan 
Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek 
penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwasanya putusan hakim berguna bagi 
terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 
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dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Dalam sistem peradilan 
pidana modern seperti pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) sebagai kaidah hukum formil tidak diperkenankan main hakim 
sendiri. 
Pasal 1 (11) KUHAP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah: 
Pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan 
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari 
segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 
dalam undang-undang ini. 
 
2. Jenis-Jenis Putusan 
Dengan melakukan perumusan KUHAP, pada dasarnya putusan 
hakim atau pengadilan dapat diklarifikasikan menjadi dua bagian yaitu: 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk putusan awal dapat berupa 
penetapan dan putusan sela, putusan jenis ini mengacu pada ketentuan 
Pasal 148 dan 156 ayat 1 KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan 
perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan 
kekerabatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum 
(JPU). Pada hakekatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa: 
 Penetapan yang menentukan bahwa tidak berwenangnya 
pengadilan untuk mengadili suatu perkara karena murapakan 
kewenangan pengadilan negeri yang lain sebagaimana 
ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. 
 Putusan menyatakan dakwaan jaksa atau penuntut umum batal 
demi hukum. Karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat 
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(2) huruf b KUHAP, dan dinyatakan batal demi hukum menurut 
ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. 
 Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa atau penuntut 
umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 
ayat (1) KUHAP disebabkan materi hukum perkara tersebut 
telah daluarsa, materi perkara dan materi hukum perdata dan 
sebagainya. 
b. Putusan akhir 
Putusan ini dalam praktik lazim disebut dengan istilah “eind vonis” 
dan merupakan jenis putusan yang bersifat materi. Putusan ini terjadi 
apabila setelah majelis hakim memeriksa terdakwa sampai dengan berkas 
pokok perkara selesai diperiksa secara teoritik putusan akhir berupa: 
1) Putusan bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP) 
Putusan bebas menurut rumpun Eropa continental lazim disebut 
dengan putusan “vrijspraak”. Aturan hukum putusan bebas diatur dalam 
KUHAP Pasal 191 ayat (1) yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil         pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus 
bebas” 
 
Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan 
“perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hukum atas 
dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan 
hukum pidana ini. 
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2) Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 
191 ayat 1 KUHAP) 
Secara umum putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur 
dalam ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHAP yaitu : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum” 
 
Apabila dikonsultasikan dan dijabarkan lebih lanjut secara teoritik 
pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap penjelasan dari 
segala tuntutan terjadi jika: 
a. Dari hasil pemeriksaan didepan sidang  pengadilan perbuatan 
yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak 
pidana. 
b. Karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. 
c. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah yang 
diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. 
 
3) Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) 
Pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 
193 ayat (1) KUHAP yaitu : 
“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka, pengadilan 
menjatuhkan pidana” 
 
Apabila dijabarkan lebih mendalam putusan pemidanaan dapat 
terjadi jika dari hasil pemeriksaan di persidangan majelis hakim 
berpendapat : 
- Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa atau 
penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah 
dan meyakinkan. 
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- Perbuatan terdakwa tesebut merupakan ruang lingkup tindak 
pidana atau pelanggaran 
- Dipenuhi ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan 
(Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP). 
 
3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
a. Dasar Pemberatan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum adalah : 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri 
b. Recideive (Penggulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) 
atau concorcus. 
Kemudian Jonkers menyatakan bahwa judul ketiga Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
Pasal 52 KUHP yang berbunyi : 
Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa kedalam jabarannya karena 
melakukan kejahatan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada 
waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai 
kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh karena 
jabatannya, maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya. 
 
Ketentuan tersebut jarang sekali digunakan oleh penuntut umum 
dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. Mungkin juga karena kesulitan 
untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP yaitu : 
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a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; 
atau 
b. Memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya 
upaya yang diperoleh karena jabatannya. 
Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi 
syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas 
untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga 
memenuhi syarat butir a. barulah oknum polisi itu melanggar 
kewajibannya yang istimewa karena jabatanya kalau ia memang 
ditugaskan khusus untuk menjaga uang bank Negara, lalu ia sendiri 
mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak dipenuhi oleh seorang 
pegawai negeri. Misalnya seorang pegawai negeri yang bekerja dikantor 
sebagai juru tik tidak dapat dikenakan Pasal 52 KUHP kalau ia menahan 
seorang tahanan di tahanan kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik 
perkara pidana yang merampas kemerdekaan seseorang memenuhi 
syarat butir b. seorang oknum kepolisian yang merampas nyawa orang 
lain dengan menggunakan senjata dinasnya memenuhi pula syarat itu. 
Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi 
yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu ditambah dengan 
sepertiganya. 
Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur di dalam Pasal 143 sampai 
dengan Pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam 
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai 
negeri menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 
a. Unsur menerima gaji tidak diisyarakatkan oleh hukum pidana 
b. Pengertian pegawai negeri telah diperluas dengan Pasal 92 
KUHP yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut 
pilihan yang sudah diadakan menurut undang-undang umum, 
demikian pula orang yang diangkat menjadi oknum dewan 
pembuat undang-undang atau perwakilan daerah dan setempat, 
dan sekalian kepada bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua 
dan oknum pemangku adat yang bukan kepala desa atau 
kampung) dan kepala orang-orang timur asing yang melakukan 
kekuasaan sah. Terhadap delik-delik korupsi yang diatur dalam 
Undang-Undang No.3 Tahun 1971 istilah pegawai negeri 
diperluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang bukan 
pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan 
masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, 
pengurus organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya 
terhadap pembuat delik korupsi Pasal 52 KUHP pun tidak 
berlaku. 
Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh 
putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. 
Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang 
membedakan recidive dan concorcus (samenloop, gabungan, 
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perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang concorcus yang 
diatur dalam Pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jikalau setelah 
hakim yang bersangkutan menjatuhkan pidana, lalu disidang pengadilan 
itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakukan kejahatan atau 
pelanggaran (yang belum pernah diadili) , maka hakim yang akan 
mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana 
yang lebih dahulu telah dijatuhkan dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan tentang concorcus (Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 bis 
KUHP). 
Seperti yang telah dikemukakan pada hakikatnya ketentuan 
tentang concorcus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada Pasal 65, 
66, dan 70 KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam 
Pasal 65 (2) dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu ditambah dengan 
sepertiganya, karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan 
itu tidak dapat dijumlahkan tanpa batas. Misalnya A mula-mula mencuri 
(Pasal 362 KUHP), lalu melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), 
kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) kemudian terakhir 
menadah (Pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana paling tinggi untuk 
keseluruhan kejahatan tersebut menurut sistem KUHP selama 5 tahun 
penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara keempat kejahatan 
tersebut) ditambah dengan sepertiga lima tahun, atau 1 tahun delapan 8 
bulan, jadi lama pidananya yaitu 6 tahun 8 bulan.  
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b. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin Farid, 2007;493), bahwa sebagai 
unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum adalah: 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP) 
c. Strafrechtelijke minderjatingheld, atau orang yang belum cukup 
umur (Pasal 45 KUHP). 
Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut 
pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidana yang 
sebenarnya. 
Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat Hazewinkel 
Suringa (Zainal Abidin Farid, 2007;493), yang mengemukakan percobaan 
dan pembantuan adalah bukan suatu bentuk keadaan yang memberikan 
ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, tetapi percobaan dan 
pembantuan merupakan bentuk keterwujudan yang berdiri sendiri dan 
tersendiri  dalam delik. Jonkers (1946:169) menyatakan bahwa ketentuan 
Pasal 53 (2) dan (3) serta Pasal 57 (2) dan (3) KUHP bukan dasar 
pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, tetapi adalah 
penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu yang 
merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat undang-
undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar peringanan 
pidana umum seperti tersebut dalam Pasal 45 KUHP, maka di Belanda 
Pasal 39 oud WvS yang mengatur hal yang sama, telah dihapuskan pada 
tanggal 9 Novermber 1961, staatsblad No. 402 dan 403 dan dibentuk 
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kinderststrafwet (Undang-undang Pokok Tentang Perlindungan Anak) 
yang memerlukan karangan tersendiri. 
Pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan 
wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan 
terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan 
anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau 
memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah 
tanpa dipidana dengan syarat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan 
pidana. Jikalau kemungkinan yang ketiga dipilih oleh hakim, maka 
pidananya harus dikurangi sepertiganya, misalnya seorang anak SMP 
menghilangkan nyawa anak SMA yang berusia 13 tahun. Kalau hakim 
hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 
tahun dikurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Perlu juga 
dijelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu 
tertinggi, tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu 1 hari 
menurut Pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimium yang ditentukan 
didalam Pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya, dengan kata lain 
pidana terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 10 tahun penjara. 
Hanya hakim perlu memperhatikan bunyi Pasal 27 Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang memerintah-kan Hakim memperhatikan nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan tujuan 
pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu membalas sambil mendidik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
Penulis memilih lokasi penelitian di Sungguminasa yaitu tepatnya di 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. Alasan Penulis mengambil tempat 
penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa disebabkan hubungan 
judul skripsi yang dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik 
wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan  
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
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undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-
buku, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisanini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pustaka (liberary research). 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga 
data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-
dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:  
 Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan  langsung dengan objek penelitian. 
 Wawancara (interview) langsung kepada Hakim Pengadilan 
Negeri Sungguminasa yang menangani kasus tersebut. 
 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaituanalisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan 
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yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis 
formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis  bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana 
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor: 336/Pid.B/2013/ 
PN.SUNGG) 
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum 
yang dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh 
seseorang atau lebih yang tindakannya tersebut dapat dipertanggung-
jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 
perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak 
pidana maka perbuatannya tersebut harus dipidana.  
Atas dasar tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa DORRA 
DG. ROPU BIN DG. TAHA, maka ia diproses sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengacu pada pijakan 
pokok, yaitu KUHP dan KUHAP. Proses hukum yang dimaksud dimulai 
atau diawali dengan penyelidikan dan selanjutnya penyidikan oleh 
penyidik kepolisian melalui suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
terdakwa beserta para saksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang 
didakwakan atau dipersangkakan.  
Setelah penyidik menganggap bahwa segala sesuatu yang 
berkaitan dengan penyidikan sudah selesai, maka penyidik akan 
menyerahkan berkas dan tersangkanya kepada penuntut umum 
selanjutnya diproses oleh pihak atau aparat kejaksaan, selaku penuntut 
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umum. Atas dasar tersebut, maka pihak kejaksaan melalui penuntut 
umumnya (PU) melakukan penuntutan dalam suatu surat dakwaan 
terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang 
melanggar Pasal 338 KUHP. 
Sebagaimana penulis gambarkan atau lukiskan secara kronologis 
sebagai berikut : 
1. Posisi Kasus  
Pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 18.00 
wita, bertempat di Kampung BiringJe’ne Dusun Lompokiti Desa Kampili 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada 
tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa, dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yakni 
korban SANGKALA Dg. RASYID Alias BAONG. 
Awalnya terdakwa berjalan disamping rumah Dg. Sijaya dan tanpa 
diketahui oleh terdakwa, korban mengikuti dari belakang dan 
mengeluarkan kata-kata “saya akan bunuh kamu, saya akan sembelih 
kamu”, dan tiba-tiba korban langsung memarangi terdakwa yang pertama 
kali, saat terdakwa akan diparangi lagi oleh korban untuk kedua kalinya, 
terdakwa terjatuh sehingga korban sempat memegang leher dan menindis 
turun tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang 
terselip dipinggangnya lalu memarangi korban lalu memarangi korban 
dibagian betis, sehingga terdakwa dapat bangun dan berdiri, kemudian 
korban melabrak terdakwa hingga terjatuh dan tersandar di pohon pisang, 
saat korban terjatuh karena tersangkut di kaki terdakwa maka terdakwa 
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segera berdiri dan mengitari kaki korban yang masih terbaring, kemudian 
terdakwa berdiri disamping kiri korban dan memarangi korban, namun 
korban sempat menangkis dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa 
kembali memarangi korban pada bagian leher, muka dan mulut. 
Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, akibat dari 
perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Visum 
Et Repertum No.440.1/65/PKM-KPL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni Nur, dokter pemeriksa pada 
puskesmas Kampili yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban 
meninggal dunia Sangkala Dg. Rasyid. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat dakwaan dalam model 
dakwaan subsideritas, sebagai berikut : 
PRIMAIR : ------------------------------------------------------------------------------------ 
Bahwa terdakwa DORRA Dg. ROPU Bin Dg.TAHA, pada hari senin 
tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya 
pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kampung BiringJe’ne 
Dusun Lompokiti Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa 
atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah 
hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja telah 
merampas nyawa orang lain yakni korban SANGKALA Dg. RASYID Alias 
BAONG, perbuatan mana dilakukan sebagai berikut: ---------------------------- 
 
 Awalnya terdakwa berjalan disamping rumah Dg. Sijaya dan tanpa 
diketahui oleh terdakwa, korban mengikuti dari belakang dan 
mengeluarkan kata-kata “saya akan bunuh kamu, saya akan sembelih 
kamu”, dan tiba-tiba korban langsung memarangi terdakwa yang pertama 
kali, saat terdakwa akan diparangi lagi oleh korban untuk kedua kalinya, 
terdakwa terjatuh sehingga korban sempat memegang leher dan menindis 
turun tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang 
terselip dipinggangnya lalu memarangi korban lalu memarangi korban 
dibagian betis, sehingga terdakwa dapat bangun dan berdiri, kemudian 
korban melabrak terdakwa hingga terjatuh dan tersandar di pohon pisang, 
saat korban terjatuh karena tersangkut di kaki terdakwa maka terdakwa 
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segera berdiri dan mengitari kaki korban yang masih terbaring, kemudian 
terdakwa berdiri disamping kiri korban dan memarangi korban, namun 
korban sempat menangkis dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa 
kembali memarangi korban pada bagian leher, muka dan mulut. 
Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, akibat dari 
perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Visum 
Et Repertum No.440.1/65/PKM-KPL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni Nur, dokter pemeriksa pada 
puskesmas Kampili yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban 
meninggal dunia Sangkala Dg. Rasyid, sebagai berikut: ------------------------ 
 
1. Keadaan jenazah : Jenazah tidak berlabel, terdapat tutup/bungkus 
pada jenazah berupa sarung motif kotak-kotak warna biru tua; ----------- 
2. Sikap jenazah : Jenazah terlentang, posisi lengan kanan diatas lengan 
kiri, kaki kanan dan kiri lurus, kedua pergelangan kaki diikat dengan 
kain warna kuning; -- 
3. Kaku jenazah : terdapat kaku jenazah yang masih bias dilawan;---------- 
4. Lebam jenazah: tidak terdapat lebam jenazah;--------------------------------- 
5. Pembusukan jenazah : tidak terdapat pembusukan jenazah;-------------- 
6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh, kulit 
sawo matang, gizi kesan cukup;---------------------------------------------------- 
7. Rambut : berwarna hitam, lurus, tidak mudah dicabut dalam keadaan 
basah;------ 
8. Mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;----------------------------------- 
9. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut: ----------------- 
- Pelipis kiri terdapat luka terbuka P: 12 cm L: 0,5 cm D: 1 cm;--------- 
- Dahi kiri terdapat luka terbuka P.6 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;------------ 
- Leher luka terbuka melingkar P.23 cm memotong hingga tulang 
leher;---------- 
- Dagu luka terbuka P. 12 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;------------------------- 
- Pergelangan tangan kiri luka terbuka P. 5 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;-- 
- Lengan bawah kiri luka terbuka P. 5 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;--------- 
- Siku kiri luka terbuka P. 9 cm L. 5 cm D. 3cm;----------------------------- 
- Betis kiri luka terbuka P. 5 cm L. 1 cm D. 0,1 cm;------------------------- 
- Kaki kanan luka terbuka P. 4 cm L. 1 cm D. 0,2 cm;--------------------- 
- Betis kanan luka terbuka P. 2 cm L. 0,2 cm D. 0,1 cm;------------------ 
 
Kesimpulan : ------------------------------------------------------------------------------- 
 Telah dilakukan pemeriksaan jenazah, laki-laki berumur lima puluh 
delapan tahun, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, rambut hitam lurus 
tidak mudah dicabut, dan pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka 
pada pelipis kiri, dahi kiri, leher, dagu, pergelangan tangan kiri, lengan 
bawah kiri, siku kiri, betis kiri, kaki kanan, betis kanan. Perkiraan waktu 
kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil 
pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian 
kemungkinan adalah syok hipovolemik yang disebabkan pendarahan 
pada luka terbuka di leher akibat kekerasan benda tajam. Penyebab 
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kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan 
dalam; ------------------------------- 
 Disamping korban yang meninggal dunia, terdakwa pun mengalami 
luka-luka pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum No. 
445.2/894.L/RSUD-SY/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 yang 
ditandatangani oleh dr. Nunung Meisari Indah, dokter pemeriksa pada 
RSUD Syekh Yusuf Sungguminasa yang telah melakukan pemeriksaan 
terhadap korban Dorra Dg. Ropu Bin Dg. Taha, dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut: ------------------------------------------------------ 
- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;----------------------------------
------------- 
- Tampak luka robek pada bagian bahu kiri ukuran 5 cm x 1 cm x 1,5 
cm;------- 
- Tampak luka robek pada lengan kanan bawah ukuran 3 cm x 0,5 
cm x 0,5 cm; 
 
Kesimpulan: keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda 
keras, tajam dan tumpul; ------------------------------------------------ 
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 
KUHPidna; 
 
SUBSIDAIR: -------------------------------------------------------------------------------- 
 Bahwa terdakwa DORRA Dg. ROPU Bin Dg. TAHA, pada hari 
senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kampung 
BiringJe’ne Dusun Lompokiti Desa Kampili Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih 
dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja 
melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian pada orang 
tersebut yakni korban SANGKALA Dg. RASYID Alias BAONG, perbuatan 
mana dilakukan sebagai berikut; ------------------------------------------------------ 
  
Awalnya terdakwa berjalan disamping rumah Dg. Sijaya dan tanpa 
diketahui oleh terdakwa, korban mengikuti dari belakang dan 
mengeluarkan kata-kata “saya akan bunuh kamu, saya akan sembelih 
kamu”, dan tiba-tiba korban langsung memarangi terdakwa yang pertama 
kali, saat terdakwa akan diparangi lagi oleh korban untuk kedua kalinya, 
terdakwa terjatuh sehingga korban sempat memegang leher dan menindis 
turun tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang 
terselip dipinggangnya lalu memarangi korban lalu memarangi korban 
dibagian betis, sehingga terdakwa dapat bangun dan berdiri, kemudian 
korban melabrak terdakwa hingga terjatuh dan tersandar di pohon pisang, 
saat korban terjatuh karena tersangkut di kaki terdakwa maka terdakwa 
segera berdiri dan mengitari kaki korban yang masih terbaring, kemudian 
terdakwa berdiri disamping kiri korban dan memarangi korban, namun 
korban sempat menangkis dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa 
40 
kembali memarangi korban pada bagian leher, muka dan mulut. 
Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, akibat dari 
perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Visum 
Et Repertum No.440.1/65/PKM-KPL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni Nur, dokter pemeriksa pada 
puskesmas Kampili yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban 
meninggal dunia Sangkala Dg. Rasyid, sebagai berikut: ------------------------ 
 
1. Keadaan jenazah : Jenazah tidak berlabel, terdapat tutup/bungkus 
pada jenazah berupa sarung motif kotak-kotak warna biru tua; ----------- 
2. Sikap jenazah : Jenazah terlentang, posisi lengan kanan diatas lengan 
kiri, kaki kanan dan kiri lurus, kedua pergelangan kaki diikat dengan 
kain warna kuning; -- 
3. Kaku jenazah : terdapat kaku jenazah yang masih bias dilawan;---------- 
4. Lebam jenazah: tidak terdapat lebam jenazah;--------------------------------- 
5. Pembusukan jenazah : tidak terdapat pembusukan jenazah;-------------- 
6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh, kulit 
sawo matang, gizi kesan cukup;---------------------------------------------------- 
7. Rambut : berwarna hitam, lurus, tidak mudah dicabut dalam keadaan 
basah;------ 
8. Mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;----------------------------------- 
9. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut: ----------------- 
- Pelipis kiri terdapat luka terbuka P: 12 cm L: 0,5 cm D: 1 cm;--------- 
- Dahi kiri terdapat luka terbuka P.6 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;------------ 
- Leher luka terbuka melingkar P.23 cm memotong hingga tulang 
leher;---------- 
- Dagu luka terbuka P. 12 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;------------------------- 
- Pergelangan tangan kiri luka terbuka P. 5 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;-- 
- Lengan bawah kiri luka terbuka P. 5 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;--------- 
- Siku kiri luka terbuka P. 9 cm L. 5 cm D. 3cm;----------------------------- 
- Betis kiri luka terbuka P. 5 cm L. 1 cm D. 0,1 cm;------------------------- 
- Kaki kanan luka terbuka P. 4 cm L. 1 cm D. 0,2 cm;--------------------- 
- Betis kanan luka terbuka P. 2 cm L. 0,2 cm D. 0,1 cm;------------------ 
 
Kesimpulan : ------------------------------------------------------------------------------- 
 Telah dilakukan pemeriksaan jenazah, laki-laki berumur lima puluh 
delapan tahun, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, rambut hitam lurus 
tidak mudah dicabut, dan pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka 
pada pelipis kiri, dahi kiri, leher, dagu, pergelangan tangan kiri, lengan 
bawah kiri, siku kiri, betis kiri, kaki kanan, betis kanan. Perkiraan waktu 
kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil 
pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian 
kemungkinan adalah syok hipovolemik yang disebabkan pendarahan 
pada luka terbuka di leher akibat kekerasan benda tajam. Penyebab 
kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan 
dalam; ------------------------------- 
 Disamping korban yang meninggal dunia, terdakwa pun mengalami 
luka-luka pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum No. 
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445.2/894.L/RSUD-SY/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 yang 
ditandatangani oleh dr. Nunung Meisari Indah, dokter pemeriksa pada 
RSUD Syekh Yusuf Sungguminasa yang telah melakukan pemeriksaan 
terhadap korban Dorra Dg. Ropu Bin Dg. Taha, dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut: ------------------------------------------------------ 
- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;---------------------------------- 
- Tampak luka robek pada bagian bahu kiri ukuran 5 cm x 1 cm x 1,5 
cm;------- 
- Tampak luka robek pada lengan kanan bawah ukuran 3 cm x 0,5 
cm x 0,5 cm; 
Kesimpulan: keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda 
keras, tajam dan tumpul; ------------------------------------------------ 
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 
ayat (2) KUHPidana; ---------------------------------------------------------------------- 
 
LEBIH SUBSIDAIR: ----------------------------------------------------------------------- 
 Bahwa terdakwa DORRA Dg. ROPU Bin Dg. TAHA, pada hari 
senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 18.00 wita atau setidak-
tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Kampung 
BiringJe’ne Dusun Lompokiti Desa Kampili Kecamatan Pallangga 
Kabupaten Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih 
dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja 
telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan 
korban SANGKALA Dg. RASYID Alias BAONG mati, perbuatan mana 
dilakukan sebagai berikut: ------------------------------------------------------ 
 Awalnya terdakwa berjalan disamping rumah Dg. Sijaya dan tanpa 
diketahui oleh terdakwa, korban mengikuti dari belakang dan 
mengeluarkan kata-kata “saya akan bunuh kamu, saya akan sembelih 
kamu”, dan tiba-tiba korban langsung memarangi terdakwa yang pertama 
kali, saat terdakwa akan diparangi lagi oleh korban untuk kedua kalinya, 
terdakwa terjatuh sehingga korban sempat memegang leher dan menindis 
turun tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang 
terselip dipinggangnya lalu memarangi korban lalu memarangi korban 
dibagian betis, sehingga terdakwa dapat bangun dan berdiri, kemudian 
korban melabrak terdakwa hingga terjatuh dan tersandar di pohon pisang, 
saat korban terjatuh karena tersangkut di kaki terdakwa maka terdakwa 
segera berdiri dan mengitari kaki korban yang masih terbaring, kemudian 
terdakwa berdiri disamping kiri korban dan memarangi korban, namun 
korban sempat menangkis dengan tangan kirinya, setelah itu terdakwa 
kembali memarangi korban pada bagian leher, muka dan mulut. 
Selanjutnya terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, akibat dari 
perbuatan terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Visum 
Et Repertum No.440.1/65/PKM-KPL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 
yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni Nur, dokter pemeriksa pada 
puskesmas Kampili yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban 
meninggal dunia Sangkala Dg. Rasyid, sebagai berikut: ------------------------ 
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1. Keadaan jenazah : Jenazah tidak berlabel, terdapat tutup/bungkus 
pada jenazah berupa sarung motif kotak-kotak warna biru tua; ----------- 
2. Sikap jenazah : Jenazah terlentang, posisi lengan kanan diatas lengan 
kiri, kaki kanan dan kiri lurus, kedua pergelangan kaki diikat dengan 
kain warna kuning;--- 
3. Kaku jenazah : terdapat kaku jenazah yang masih bias dilawan;---------- 
4. Lebam jenazah: tidak terdapat lebam jenazah;--------------------------------- 
5. Pembusukan jenazah : tidak terdapat pembusukan jenazah;-------------- 
6. Jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh, kulit 
sawo matang, gizi kesan cukup;---------------------------------------------------- 
7. Rambut : berwarna hitam, lurus, tidak mudah dicabut dalam keadaan 
basah;------ 
8. Mata kanan dan kiri dalam keadaan tertutup;----------------------------------- 
9. Luka yang ditemukan pada mayat adalah sebagai berikut: ---------------- 
- Pelipis kiri terdapat luka terbuka P: 12 cm L: 0,5 cm D: 1 cm;--------- 
- Dahi kiri terdapat luka terbuka P.6 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;------------ 
- Leher luka terbuka melingkar P.23 cm memotong hingga tulang 
leher;---------- 
- Dagu luka terbuka P. 12 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;------------------------- 
- Pergelangan tangan kiri luka terbuka P. 5 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;-- 
- Lengan bawah kiri luka terbuka P. 5 cm L. 0,5 cm D. 0,1 cm;--------- 
- Siku kiri luka terbuka P. 9 cm L. 5 cm D. 3cm;----------------------------- 
- Betis kiri luka terbuka P. 5 cm L. 1 cm D. 0,1 cm;------------------------- 
- Kaki kanan luka terbuka P. 4 cm L. 1 cm D. 0,2 cm;--------------------- 
- Betis kanan luka terbuka P. 2 cm L. 0,2 cm D. 0,1 cm;------------------ 
 
Kesimpulan : ------------------------------------------------------------------------------- 
 Telah dilakukan pemeriksaan jenazah, laki-laki berumur lima puluh 
delapan tahun, kulit sawo matang, gizi kesan cukup, rambut hitam lurus 
tidak mudah dicabut, dan pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka 
pada pelipis kiri, dahi kiri, leher, dagu, pergelangan tangan kiri, lengan 
bawah kiri, siku kiri, betis kiri, kaki kanan, betis kanan. Perkiraan waktu 
kematian antara 2-12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dari hasil 
pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian 
kemungkinan adalah syok hipovolemik yang disebabkan pendarahan 
pada luka terbuka di leher akibat kekerasan benda tajam. Penyebab 
kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan 
dalam; ------------------------------- 
 Disamping korban yang meninggal dunia, terdakwa pun mengalami 
luka-luka pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum No. 
445.2/894.L/RSUD-SY/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 yang 
ditandatangani oleh dr. Nunung Meisari Indah, dokter pemeriksa pada 
RSUD Syekh Yusuf Sungguminasa yang telah melakukan pemeriksaan 
terhadap korban Dorra Dg. Ropu Bin Dg. Taha, dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut: ------------------------------------------------------ 
- Masuk rumah sakit dalam keadaan sadar;---------------------------------- 
- Tampak luka robek pada bagian bahu kiri ukuran 5 cm x 1 cm x 1,5 
cm;------- 
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- Tampak luka robek pada lengan kanan bawah ukuran 3 cm x 0,5 
cm x 0,5 cm; 
 
Kesimpulan: keadaan korban adalah akibat bersentuhan dengan benda 
keras, tajam dan tumpul;------------------------------------------------- 
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 
ayat (3) KUHPidana; ---------------------------------------------------------------------- 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Penuntut umum dari 
Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang berkompeten dalam perkara tindak 
pidana ini menuntut para terdakwa sebagai berikut :  
 
M E N U N T U T 
Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili 
perkara ini memutuskan : 
 
1. Menyatakan terdakwa DORRA DG.ROPU BIN TAHA bersalah 
melakukan tindak pidana “Dengan sengaja merampas nyawa orang 
lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 
KUHPidana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum; ----------------------- 
2. Menjatuhakn pidana terhadap terdakwa DORRA DG. ROPU BIN TAHA 
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangkan 
seluruhnya selama dalam tahanan sementara; -------------------------------- 
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan; ---------------------------- 
4. Menyatakan barang bukti berupa : ------------------------------------------------ 
- 1 (satu) parang panjang 40 cm, lebar 4 cm, gagang kayu warna 
dasar kayu dan sarung warna dasar kayu diikat dengan tali warna 
biru dan ikat pinggang warna hitam (milik terdakwa DORRA DG. 
ROPU BIN TAHA); 
- 1 (satu) parang panjang 50 cm, lebar 5 cm, gagang kayu warna 
dasar kayu diikat dengan tali warna merah dan sarung warna dasar 
kayu diikat Aluminium warna putih dan diikat dengan tali rapiah 
warna hijau (milik korban SANGKALA DG. RASYID ALIAS 
BAONG); ------------------------------ 
Semua barang bukti tersebut dirampas oleh Negara untuk 
dimusnahkan; ----- 
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah); ------------------------------------------------------------ 
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4. Amar Putusan 
Atas dasar dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan 
Negeri Sungguminasa, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa yang 
berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana 
sebagaimana telah dikemukakan di atas, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (KUHAP) dan telah menjatuhkan 
vonnis atau putusan sebagai berikut:  
 
M E N G A D I L I : 
 
1. Menyatakan terdakwa DORRA DG. ROPU BIN DG. TAHA terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Pembunuhan”; ------------ 
2. Menjatuhakan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh 
karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun; ------------ 
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh 
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----- 
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; --------------- 
5. Menyatakan barang bukti berupa : ------------------------------------------- 
- 1 (satu) parang dengan panjang sekitar 40 centimeter dan lebar 
4 centimeter, gagang kayu warna dasar kayu dan sarung warna 
dasar kayu diikat dengan tali warna biru dan ikat pinggang 
warna hitam (milik terdakwa DORRA DG. ROPU BIN TAHA); 
- 1 (satu) parang dengan panjan sekitar 50 centimeter, lebar 5 
centimeter, gagang kayu warna dasar kayu diikat dengan tali 
warna merah dan sarung warna dasar kayu diikat Aluminium 
warna putih dan diikat dengan tali rapiah warna hijau (milik 
korban SANGKALA DG. RASYID ALIAS BAONG); ----------------- 
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunkan lagi; ---------------------- 
 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam; --------------- 
 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu; --------------------- 
 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam; --------------
------------ 
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris dari korban 
SANGKALA DG. RASYID Alias BAONG; ------------------------------
------------------------------ 
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); ------------------------------------------------ 
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Demikian diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 11 Pebruari 
2014, oleh DJULITA TANDI MASSORA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, 
KHUSNUL KHATIMAH, S.H., dan PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., 
masing-maising sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Aggota tersebut, 
dibantu oleh NYAMBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan 
Negeri Sunggiminasa, serta dihadiri oleh ANDI PUBRIANTI, S.H., M.H., 
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa serta dihadapan 
Terdakwa dengan di damping Penasihat Hukumnya. 
 
5. Analisis Penulis 
Menurut Satochid Kartanegara (Bambang Waluyo, 6:2008), hukum 
pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang: 
1. Perbuatan dapat diancam dengan hukuman (strafbar feit); 
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain 
mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; 
3. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-
undang atau juga disebut hukum penetentiair. 
 
Termasuk ke dalam hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan 
dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang 
merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan 
hukuman bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. 
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Dalam setiap dakwaan pasti secara formil dibuat surat dakwaan. 
Surat dakwaan merupakan suatu akta yang memuat tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil 
pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar hukum bagi Hakim dalam 
pemeriksaan di persidangan.  
Menurut penulis, dalam penyusunan surat dakwaan yang disusun 
oleh penuntut umum sudah tepat dalam memenuhi syarat materiil surat 
dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) ke-2 KUHAPidana, 
yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat 
tindak pidana itu dilakukan.  
Penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat 
terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan 
yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam 
dakwaan tidak berhasil dibuktikan.  
Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dalam bentuk 
dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP, Subsidair 
melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP dan Lebih Susidairmelanggar Pasal 
351 ayat (3) KUHP maka dakwaan primair harus dibuktikan terlebih 
dahulu. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti baru dilakukan 
pembuktian terhadap dakwaan subsidair dan seterusnya. 
Untuk membuktikan dakwaan maka unsur-unsur tindak pidana 
yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 
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1. Unsur barangsiapa 
Yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah 
subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana padanya 
yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini 
adalah Dorra Dg.Ropu Bin Dg.Taha berdasarkan fakta yang terungkap 
dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti 
lainnya, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai 
manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
2. Unsur dengan Sengaja 
Unsur opzettelijk dalam rumusan ini harus diartikan bahwa 
kesengajaan itu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakang 
opzettelijk itu. Oleh karena unsur sengaja ini dirumuskan dalam Pasal 338 
KUHPidana dengan mendahului unsur perbuatan menghilangkan nyawa 
orang lain, maka sengaja disini harus diartikan bahwa pelaku 
menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, dan ia menghendaki 
terhadap matinya orang lain, serta ia sadar atau insyaf bahwa dari 
perbuatan yang dikehendakinya itu dapat menimbulkan kematian orang 
lain.   
3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain 
Unsur menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa 
kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana 
materiil adalah suatu perbuatan pidana yang melarang menimbulkan 
akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Untuk dapat 
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terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak 
semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan 
apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang 
ataukah belum/tidak. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam 
bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu 
harus gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walau 
sekecil apapun.  
Berdasarkan uraian pembuktian di atas, maka perbuatan terdakwa 
telah memenuhi semua unsur-unsur pada Pasal 338 KUHP yang 
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena dakwaan primair 
telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu 
dibuktikan lagi. Penulis berpedapat bahwa penerapan hukum pidana 
materiil pada perkara ini telah sesuai dan tepat.  
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
dalam putusan nomor 336/Pid.B/2013/PN.SUNGG 
1. Pertimbangan Hakim  
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak 
pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 336/Pid.B/2013/PN.SUNGG, 
berdasarkan beberapa pertimbangan. Hakim memeriksa dan menjatuhkan 
putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat 
dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena 
hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan 
tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. 
Adapun alat bukti yang didapatkan yaitu : 
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- Keterangan saksi-saksi yaitu Baharuddin Dg.Cini Bin Dg.Dolo 
dan Mantasia Dg.Caya. 
- Alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas 
Kampili No: 440.1/65/PKM-KPL/IX/2013 tanggal 30 September 
2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Wahyuni Nur. 
- Barang bukti : 
 1 (satu) parang dengan panjang sekitar 40 centimeter dan 
lebar 4 centimeter, gagang kayu warna dasar kayu dan 
sarung warna dasar kayu diikat dengan tali warna biru dan 
ikat pinggang warna hitam (milik terdakwa DORRA DG. 
ROPU BIN TAHA); --------------- 
 1 (satu) parang dengan panjan sekitar 50 centimeter, lebar 5 
centimeter, gagang kayu warna dasar kayu diikat dengan tali 
warna merah dan sarung warna dasar kayu diikat Aluminium 
warna putih dan diikat dengan tali rapiah warna hijau (milik 
korban SANGKALA DG. RASYID ALIAS BAONG); -------------
----------------- 
 Dirusak sehingga tidak dapat dipergunkan lagi; ------------- 
 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam; ----------- 
 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu; ----------------- 
 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam; ---------- 
 
- Keterangan terdakwa yaitu Dorra Dg.Ropu Bin Dg.Taha 
- Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti 
surat dan keterangan terdakwa sehingga terdapat petunjuk 
yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, yang juga 
merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa. 
Pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan pemidanaan 
suatu tindak pidana sangat bergantung pada hakim yang merumuskan 
dasar pertimbangan. Adapun dasar pertimbangan yuridis hakim dalam 
menjatuhkan putusan No. 336/Pid.B/2013/PN.SUNGG adalah sebagai 
berikut: 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -------------- 
1. Saksi BAHARUDDIN DG. CINI Bin DG. DOLO, dibawah 
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ------- 
50 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya; -------- 
- Bahwa sanksi dipanggil karena mengetahui perihal 
pembunuhan dan saksi mengingatnya; ------------------------ 
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, ada hubungan 
keluarga yakni sepupu satu kali dan bersedia menjadi 
saksi dalam perkara ini; --- 
- Bahwa kejadian yang dimaksud saksi tersebut pada hari 
Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 18.00 
Wita di kampong Biring Je’ne, Dusun Lompokiti, Desa 
Kampili, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa; ----------------- 
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian dimana 
terdakwa berkelahi dengan korban Sangkal Dg. Rasyid 
Alias Baong yang menyebabkan korban meninggal dunia;  
- Bahwa kejadian tersebut terjadi disekitar rumah saksi 
MANTASIA Dg. CAYA yang terletak di Kmapung Biring 
Je’ne, Dusun Lompokiti, Desa Kampili, Kecamatan 
Palangga, Kab. Gowa; ------------------- 
- Bahwa saat itu dating keluarga memberitahu saksi bahwa 
lelaki Sangkala Dg. Rasyid telah meninggal dunia, 
selanjutnya saksi menuju ketempat kejadian namun 
setelah sampai dilokasi korban sudah tidak ada di tempat 
dan ditempat kejadian sudah banyak orang yang dating 
serta korban telah dibawa ke rumahnya; --------- 
- Bahwa lalu saksi mendatangi rumah korban Sangkala 
Dg. Rasyid Alias Baong dan melihat tubuh korban 
dimana terdapat beberapa luka berdarah ditubuhnya 
termasuk dibagian leher korban yang terbelah dan 
hamper putus, luka berdarah pada lengan kiri, luka pada 
bagian atas dagu dan luka pada ujung alis mata sebelah 
kiri; --- 
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara pelaku dan 
korban ada selisih paham; --------------- 
- Bahwa saksi melihat luka-luka yang dialami korban 
adalah luka karena benda tajam atau diparangi; ------------ 
- Bahwa saksi meninggalkan rumah korban setelah melihat 
keadaan korban yang telah meninggal dunia; ---------------- 
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga 
terdakwa dan korban berkelahi yang mengakibatkan 
korban meninggal dunia; ------------------- 
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti 
yakni 2 (dua) parang panjang yang diperlihatkan dalam 
persidangan; ----------------- 
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- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan 
pendapat yaitu atas keterangan saksi tersebut terdakwa 
membenarkannya serta tidak keberatan; ---------------------- 
 
2. Saksi MANTASIA DG. CAYA, dibawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----------------- 
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya; -------- 
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan 
keluarga yakni sepupu satu kali; --------------- 
- Bahwa sanksi mengerti dipanggil dipengadilan untuk 
memberikan keterangan sehubungan dengan masalah 
pembunuhan dan saksi masih mengingatnya; --------------- 
- Bahwa kejadian yang dimaksud saksi tersebut pada hari 
Senin tanggal 16 September 2013 sekitar pukul 18.00 
Wita di kampong Biring Je’ne, Dusun Lompokiti, Desa 
Kampili, Kecamatan Pallangga, Kab. Gowa; ----------------- 
- Bahwa pada saat itu saksi melihat antara korban 
Sangkala Dg. Rasyid Alias Baong dengan terdakwa 
saling berguling ditanah dan pada waktu itu saksi melihat 
terdakwa saling berguling ditanah dan pada waktu itu 
saksi melihat terdakwa yang di atas kemudian terdakwa 
memarangi korban pada bagian leher yang saksi lihat 
dan terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) 
kali kepada tubuh korban dengan menggunakan tangan 
kiri dan saat ditebas tubuh korban menghadap keatas; --- 
- Bahwa saksi melihat terdakwa memarangi leher korban 
sehingga korban tidak bergerak lagi dan terdakwa 
berhenti memarangi korban disaat korban sudah tidak 
bergerak lagi serta melihat terdakwa membawa pulang 
parang yang digunakannya; ---------- 
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berteriak minta 
pertolongan akan tetapi todak ada yang dating; ------------- 
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan tempat saksi 
melihat adalah berjarang kurang dari 10 (sepuluh) meter;  
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat korban menebas 
bahu belakang terdakwa; -------------------------- 
- Bahwa saksi tidak melihat mereka berkelahi dan hanya 
melihat saat korban dan terdakwa sudah berguling-guling 
ditanah sehingga terbentur pohon pisang yang ada 
ditempat kejadian tersebut; ----------- 
- Bahwa sebelumnya saksi tidak melihat terdakwa maupun 
korban memegang parang saat berguling-guling di atas 
tanah; ----------- 
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- Bahwa benar parang yang diperlihatkan adalah parang 
milik korban dan terdakwa dimana milik terdakwa adalah 
parang pendek dan parang milik korban adalah parang 
panjang; ------------ 
- Bahwa terdakwa memegang parang dengan 
menggunakan tangan kiri dan diayunkan kepada korban 
sebanyak 4  (empat) kali; ------- 
- Bahwa yang tampak paling jelas oleh saksi pada saat 
terdakwa mengayunkan parangnya kemudian ditebaskan 
kepada leher korban; ---------------------- 
- Bahwa pada saat berguling saksi tidak melihat korban 
masih melawan dan setelah kejadian serta korban sudah 
meninggal dunia baru banyak orang yang dating; ---------- 
- Bahwa tidak ada orang lain lagi di tempat kejadian 
perkara selain korban dan terdakwa saat kejadian; -------- 
- Bahwa pakaian yang dikenakan korban pada saat itu 
yaitu mengenakan baju warna hitam dan celana warna 
hitam; ---------- 
- Bahwa saksi melihat posisi korban saat itu dalam 
keadaan terbaring di tanah dan terlentang serta melihat 
darah dipakaian terdakwa bagian depan; --------------------- 
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak 
pernah ada masalahnya; -------------------- 
- Bahwa korban kebiasaannya sering minum-minuman 
keras; ------ 
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan 
pendapat yaitu atas keterangan saksi tersebut terdakwa 
keberatan karena korban yang lebih dahulu memarangi 
tubuh terdakwa baru kemudian terdakwa memarangi 
korban; ----------------------    
 
 Menimbang, bahwa Terdakwa DORRA DG. ROPU Bin TAHA di 
persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: -------------------------------------------- 
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 
serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-
benarnya; -------------- 
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah 
pembunuhan; ---------------- 
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 September 
2013 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kampong Biring 
Je’ne, Dusun Lompokiti, Desa Kampili, Kec. Pallangga, Kab. 
Gowa; --------------------- 
- Bahwa kejadiannya yaitu pertama-tama terdakwa dikejar 
oleh korban dengan tujuan untuk membunuh terdakwa dan 
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betul bagian bahu terdakwa terkena parang korban serta 
tidak lama kemudian korban jatuh kemudian terdakwa dan 
korban berguling-guling ditanah dan terbentur diantara 
pohon pisang lalu terdakwa kembali membalas dengan 
memarangi korban yang mengakibatkan meninggal dunia; --- 
- Bahwa terdakwa memarangi korban sebanyak 4 (empat) kali 
yaitu pada bagian betisnya, leher, lengan kanan dan muka; - 
- Bahwa terdakwa juga diparangi oleh korban pada bagian 
bahu sebelah kiri atas belakang; ----------------------------- 
- Bahwa setelah kejadian terdakwa juga dibawa ke rumah 
sakit; -------- 
- Bahwa antara terdakwa dan korban sebelumnya tidakada 
masalah; ------- 
- Bahwa sebelum memburu terdakwa korban sempat 
melontarkan kata-kata “saya akan bunuh kamu, saya akan 
sembelih kamu”; ------------- 
- Bahwa terdakwa dan korban sempat berguling di tanah 
sampai terbentur pohon pisang; --------------------------- 
- Bahwa terdakwa memarangi korban korban sempat 
menangkis; --------- 
- Bahwa pada saat terdakwa ditindih korban sambil 
memegangi leher terdakwa, terdakwa berusaha mengambil 
parangdan langsung memarangi betis korban; ------------------- 
- Bahwa parang yang diperlihatkan dalam persidangan adalah 
milik terdakwa dan korban; ---------------------------------- 
- Bahwa baju kaos berkerah warna hitam, baju kemeja warna 
abu-abu dan celana panjang kain warna hitam yang 
diperlihatkan dalam persidangan adalah milik korban 
SANGKALA DG. RASYID Alias BAONG; ---------------------- 
- Bahwa terdakwa mendengar berita korban meninggal dunia 
saat di rumah sakit; ---------------------------------- 
- Terdakwa mengalami luka pada bagian bahu kiri atas 
nelakang, pada lengan kanan dan pada bagian betis kiri; ----- 
 
 Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 
sebagai barikut: ------------------- 
- 1 (satu) parang panjang sekitar 40 centimeter dan lebar 4 
centimeter, gagang kayu warna dasar kayu dan sarung 
warna dasar kayu diikat dengan tali warna biru dan ikat 
pinggang warna hitam (milik terdakwa DORRA DG. ROPU 
Bin TAHA); ----------------- 
- 1 (satu) parang dengan panjang sekitar 50 centimeter 
dengan lebar 5 centimeter, gagang kayu warna dasar kayu 
diikat tali warna merah dan sarung warna dasar kayu diikat 
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dengan aluminium warna putih dan diikat dengan tali rapiah 
warna hijau (milik korban SANGKALA DG. RASYID Alias 
BAONG); ------------------------ 
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam; ----- 
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu; --------------- 
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam; -------------- 
 
 Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala 
sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut 
dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari putusan ini; ---------------- 
 Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan 
para saksi, keterangan terdakwa, kebenaran dari alat bukti 
maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta 
hokum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar 
pertimbangan putusan ini; --------------- 
1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2013 sekitar 
pukul 18.00 Wita, telah terjadi pemarangan di Kampung 
BiringJe’ne, Dusun Lompokiti, Desa Kampili, Kec. Pallangga, 
Kab. Gowa; ----------- 
2. Bahwa yang menjadi korban adalah SANGKALA DG. 
RASYID Alias BAONG yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia; ----------- 
3. Bahwa awalnya terdakwa berjalan disamping rumah Dg. 
SIJAYA dan tanpa diketahui oleh terdakwa, korban 
mengikuti dari belakang dan mengeluarkan kata-kata “saya 
akan bunuh kamu, saya akan sembelih kamu” dan tiba-tiba 
kroban langsung memarangi terdakwa yang pertama kali; ---- 
4. Bahwa saat terdakwa akan diparangi lagi oleh korban untuk 
kedua kalinya, terdakwa terjatuh sehingga korban sempat 
memegang leher dan menindis turun tubuh terdakwa; --------- 
5. Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil parang yang 
terselip dipinggangnya lalu memarangi korban pada bagian 
betis sehingga terdakwa dapat bangun dan berdiri; ------------- 
6. Bahwa kemudian korban melabrak terdakwa hingga terjatuh 
dan diantara terdakwa dan korban berguling-gulign dutanah 
dan menabrak pohon pisang; ------------------ 
7. Bahwa saat korban terjatuh karena tersangkutdi kaki 
terdakwa kemudian terdakwa berdiri disamping kiri korban 
dan memarangi korban namun korban menangkis dengan 
tangan kirinya; ---------- 
8. Bahwa setalah itu terdakwa kembali memarangi korban pada 
bagian leher, muka dan mulut selanjutnya terdakwa 
meninggalkan korban ditempat kejadian; ------------------- 
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9. Bahwa seingat terdakwa sempat memarangi korban 
sebanyak 4 (empat) kali kearah tubuh korban; ---------------- 
10. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban SANGKALA DG. 
RASYID Alias BAONG meninggal dunia; -------------------------- 
 
 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hokum 
tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -------------------------- 
 Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut 
Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim 
terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer 
sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-
unsurnya adalah sebagai brikut: --------------- 
1. Barang siapa; ------------------------------------------------------------- 
2. Dengan sengaja; --------------------------------------------------------- 
3. Merampas Nyawa Orang lain; ---------------------------------------- 
 
 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis 
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: --------------------------- 
Ad. 1. Barang Siapa; ------------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang 
atau manusia sebagai subjek hokum yang melakukan perbuatan 
pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas 
perbuatannya serta tidak ada ditemukan alasan pemaaf maupun 
pembenar yangsifatnya dapat dihapuskan pidana dan terdakwa 
telah mengakui identitas sebagaimana tersebut di dalam Berita 
Acara Penyidik, dalam Surat Dakwaan, keterangan saksi-saksi 
dipersidangan dan Tuntutan Penuntut Umum serta 
dipersidangan diakui oleh terdakwa DORRA DG. ROPU Bin DG. 
TAHA; ----------------------------------------- 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang 
siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum; -------------------------- 
 
Ad. 2. Dengan Sengaja; --------------------------------------------------- 
Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” menurut 
Memoire Van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan Sengaja 
atau kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada 
kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu; --------------- 
Menimbang, bahwa doktrin ilmu pengetahuan hukum 
pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, 
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untuk itu perlu diterangkan Kesengajaan (Opzet) dapat timbul 
dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tjuan; ------- 
Menimbang, bahwa tujuan yang dimaksud adalah dalam 
delik formil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan 
dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan 
si pelaku, dalam hal ini adalah dikehendaki dan dituju. Dalam 
delik materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan 
dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang 
akibat itu merupakan tujuan si pelaku sehingga dalam hal ini 
akibat itu dikehendaki dan dituju; ----------------------------------- 
Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap terdakwa 
DORRA DG. ROPU BIN DG.TAHA telah memarangi korban 
SANGKALA DG. RASYID Alias BAONG sebanyak 4 (empat) 
kali yaitu sasaran pertama diarahkan terdakwa kearah kaki 
korban kemudian ayunan parang kedua kearah wajah dan leher 
korban namun ditangkis dengan tangan kiri oleh korban dan 
ketiga serta keempat diarahkan terdakwa tepat kearah leher dan 
wajah korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia; ---- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 
MANTASIA DG. CAYA dan keterangan terdakwa dipersidangan 
serta barang bukti yang saling bersesuaian. Terungkap bahwa 
sebelumnya antara terdakwa dan korban berkelahi dan 
berguling-guling ditanah dan terdakwa juga sempat diparangi 
oleh korban dibagian belakang terdakwa hal ini bersesuaian 
dengan Visum Et Repertum No. 445.2/894.C/RSUD-SY/IX/2013 
tanggal 16 September 2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah 
Syekh Yusuf yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu 
dr. NUNUNG MEISARI INDAH dan selanjutnya terdakwa 
memarangi korban dikakinya serta memarangi korban kearah 
wajah dan leher korban namun sebelumnya sempat ditangkis 
oleh korban dimana terdakwa mengetahui dan mengerti akan 
akibat dari ayunan parang yang diarahkan terdakwa ke bagian 
wajah dan leher kroban tersebut akan mengakibatkan kematian 
dan terdakwa melakukan pemerangan lebih dari satu kali, hal ini 
menunjukkan bahwa terdakwa sengaja dan bertujuan untuk 
menghilangkan nyawa korban SANGKALA DG.RASYID Alias 
BAONG; --- 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan 
Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum; ------------------- 
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Ad. 3. Merampas Nyawa Orang Lain; --------------------------------- 
 Menimbang, bahwa berdasarkan KUHP disebut makar mati 
atau pembunuhan (doodslag) yaitu perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku mengakibatkan kematian yaitu terpisahnya jasad 
dan nyawa seseorang sehingga orang tersebut tidak hidup lagi;  
Menimbang, bahwa unsur “Merampas Nyawa Orang 
Lain” dalam persidangam terungkap adanya korban yang 
meninggal dunia yaitu SANGKALA DG. RASYID Alias BAONG 
sesuai dengan Visum Et Repertum No. 440.1/65/KM-
KPL/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dari PUSKESMAS 
KAMPILI yang ditandatangani oleh dr. Hj. WAHYUNI NUR 
setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan 
kesimpulan bahwa pada pemeriksaan ditemukan : luka-luka 
terbuka pada pelipis kiri, dahi kiri, leher, dagu, pergelangan 
tangan kiri, lengan bawah kiri, siku kiri, betis kiri, kaki kanan, 
betis kanan. Perkiraan kematian antara 2-12 jam sebelum 
dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat 
disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah 
syok hipovolemik yang disebabkan pendarahan pada luka 
terbuka di leher akibat kekerasan benda tajam; ---------------------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
dan surat Visum Et Repertum serta keterangan terdakwa yang 
mengakui perbuatannya dipersidangan terungkap bahwa 
korban SANGKALA DG. RASYID Alias BAONG meninggal 
dunia akibat dari perbuatan terdakwa; - 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 
BAHARUDDIN DG. CINI Bin DG. DOLO yang menerangkan 
melihat jasad korban saksi mendatangi rumah korban Sangkala 
Dg. Rasyid Alias Baong dan melihat tubuh korban dimana 
terdapat beberapa luka berdarah ditubuhnya termasuk dibagian 
leher korban yang terbelah dan hamper putus, luka berdarah 
pada lengan kiri, luka pada bagian atas dagu dan luka pada 
ujung alis mata sebelah kiri, saksi melihat luka-luka yang dialami 
korban adalah luka karena benda tajam atau parang dan saksi 
meninggalkan rumah korban setelah melihat keadaan korban 
yang telah meninggal dunia. Keterangan saksi MANTASIA DG. 
CAYA menerangkan melihat saat korban dan terdakwa sudah 
berguling-guling ditanah sehingga terbentur pohon pisang yang 
ada di tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa memegang 
parang dengan menggunakan tangan kiri dan diayunkan 
kepada korban sebanyak 4 (empat) kali dan yang paling tampak 
jelas oleh saksi pada saat terdakwa mengayunkan parangnya 
58 
kemudian ditebaskan kepada leher korban serta pada saat 
berguling saksi tidak melihat korban masih melawan dan setelah 
kejadian dan korban sudah meninggal dunia baru banyak orang 
yang dating. Dan keterangan terdakwa sendiri yang 
menerangkan berkelahi dengan korban dimana terlebih dahulu 
diparangi oleh korban lebih dahulu pada bagian belakang 
terdakwa kemudian terdakwa membalas dengan memarangi 
korban pada bagian kaki selanjutnya terdakwa dan korban 
berguling ditanah dan setelah membentur pohon pisang 
terdakwa berdiri lebih dahulu dan memarangi korban kearah 
wajah dan leher korban dengan total ayunan parang adalah 
sebanyak 4 (empat) kali sehingga mwngakibatkan korban 
meninggal dunia; ------------------------------ 
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Merampas 
Nyawa Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum; -- 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 
338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah 
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinakan 
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan primair; ----------------------------- 
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah 
terbukti maka dakwaan subside dan seterusnya tidak perlu 
dipertimbangkan lagi;  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 
dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya; ------------------ 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu 
mempertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana; --------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan 
dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut 
Umum dan akan memutus dibawah dari tuntutan Penuntut 
Umum dengan pertimbangan bahwa kesalahan tidak semata-
mata ada pada diri terdakwa akan tetapi juga pada diri korban 
yang telah memarangi terdakwa terlebih dahulu yang berakibat 
luka pada tubuh terdakwa; ------------------------------------------------ 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 
telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka 
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masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan 
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; ------------------------------ 
Menimbang, nahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan 
penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 
maka oerlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam 
tahanan; ----------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan 
di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai 
berikut : ---------- 
Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) parang 
dengan panjang sekitar 40 centimeter, gagang kayu warna 
dasar kayu dan sarung warna dasar kayu diikat dengan tali 
warna biru dan ikat pinggang warna hitam (milik terdakwa 
DORRA DG. ROPU BIN TAHA) dan 1 (satu) parang dengan 
panjang sekitar 50 centimeter dan lebar 5 centimeter, gagang 
kayu warna dasar kayu diikat tali warna merah dan sarung 
warna dasar katu diikat dengan aluminium warna putih dan 
diikat dengan tali rapiah warna hijau (milik korban SANGKALA 
DG. RASYID Alias BAONG) berdasarkan keterangan terdakw 
adan saksi MANTASIA DG. CAYA adalah milik terdakwa dan 
korban serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk suatu 
tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirusak 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; ------------------------------- 
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 
(satu) lembar baju kaos berkerah warna hitam, 1 (satu) lembar 
baju kemeja warna abu-abu dan 1 (satu) lembar celana panjang 
kain warna hitam berdasarkan keterangan saksi MANTASIA 
DG. CAYA dan keterangan terdakwa menerangkan barang-
barang tersebut diatas adalah milik dari korban SANGKALA DG. 
RASYID Alias BAONG dan barang bukti tersebut telah disita 
secara sah dari ANSAR GASSING maka terhadap barang bukti 
tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris dari 
korban SANGKALA DG. RASYID Alias BAONG; -------------------- 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan 
yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; ------------- 
 
Keadaan yang memberatkan: ------------------------------------------- 
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban SANGKALA DG. 
RASYID Alias BAONG meninggal dunia; -------------------------- 
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Keadaan yang meringankan: -------------------------------------------- 
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; ------------------ 
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -------------------------------- 
- Terdakwa belum pernah dihukum; ----------------------------------- 
- Terdakwa sudah lanjut usia; ------------------------------------------- 
 
Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim memeriksa 
terdakwa dipersidangan tidak menemukan hal-hal yang bisa 
menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar 
maupun alasan pemaaf; ------- 
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana 
dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan 
pembebasandari pembayaran biaya perkara yang besarnya 
akan ditentukan dalam amar putusan ini; ------------------------------ 
Memperhatikan Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang 
No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-
Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan 
Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum 
serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan 
perkara ini; --------------------------------------------------- 
 
2. Analisis Penulis 
Keputusan hakim sangat bergantung dari proses pembuktian dan 
keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya 
memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam 
memeriksa dan mengadili suatu perkara. 
Pembuatan suatu putusan hakim merupakan suatu proses yang 
kompleks dan tidak gampang sehingga memerlukan pelatihan, 
pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, hakim 
harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan 
penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, keterangan 
terdakwa, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, dan pertimbangan 
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nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi 
terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah 
meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak 
sebagaimana termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya. 
Berkaitan dengan kasus yang penulis bahas, oleh karena hakim 
yang menangani kasus ini telah dimutasikan ke tempat lain, maka Ketua 
Pengadilan Negeri Sungguminasa kemudian menunjuk hakim pengganti 
untuk kemudian penulis lakukan wawancara padanya. 
Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim 
(Prayoga, S.H., M.H, wawancara tanggal 03 Juli 2014) yang memberikan 
gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat yang 
menyatakan bahwa: 
Dalam menangani kasus ini majelis hakim harus memperhatikan 
pertimbangan-pertimbangan yang ada baik itu pada pertimbangan 
yuridis,fakta persidangan seperti keterangan saksi, barang bukti, 
keterangan terdakwa, dakwaan dan tuntutan jaksa (sudah 
sesuaikah perbuatan yang dilakukan dengan Pasal yang 
dituntutkan pada terdakwa), keyakinan hakim dan sebagainya. 
Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan 
membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya 
sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil. 
 
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada amar putusan, 
Hakim memutuskan bahwa terdakwa Dorra Dg.Ropu Bin Dg.Taha 
bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap 
korban Sangkala Dg.Rasyid Alias Baong. Dengan terbuktinya melakukan 
tindak pidana tersebut maka menurut pandangan penulis unsur-unsur dari 
pasal tersebut telah terpenuhi disertai dengan pertimbangan dari hakim 
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baik berdasarkan pertimbangan yuridis, fakta persidangan maupun pada 
alat bukti yang mendukung dalam persidangan tersebut. Hal ini telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu: 
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 
 
Hakim dalam kasus ini memutuskan memberikan sanksi pidana 
lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa 
penuntut umum menuntut 10 tahun penjara sedangkan putusan hakim 
yakni 7 tahun penjara. Yang menjadi dasar peringanan sanksi pidana 
pada terdakwa adalah korbanlah yang memulai pertama kali memarangi 
terdakwa tanpa diketahui apa yang menjadi penyebab korban melakukan 
hal tersebut.  
Seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa yang penulis wawancarai, yakni Prayoga menjelaskan 
bahwa : 
Meskipun terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa 
korban karena melakukan perlawanan atas perbuatan korban yang 
memaranginya terlebih dahulu tetapi hal tersebut tidak dapat 
dijadikan sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan 
kesalahan yakni pembelaan terpaksa. Hal ini karena terdakwa 
menghilangkan nyawa korban dengan sengaja sesuai dengan 
unsur dari Pasal 338 KUHP. 
 
Yang dimaksud sengaja disini adalah bahwa terdakwa dianggap 
mengetahui bahwa yang diparangi adalah bagian vital korban sebanyak 4 
(empat) kali yakni pada bagian wajah dan leher. Seperti yang dijelaskan 
dalam Visum Et Repertum No. 440.1/65/PKM-KPL/IX/2013 dari hasil 
pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian adalah 
63 
syok hipovolemik yang disebabkan pendarahan pada luka terbuka di leher 
akibat kekerasan benda tajam. 
Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat 
bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini 
telah sesuai dan tepat karena semua unsur dari Pasal 338 telah terpenuhi 
serta tidak adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat 
menghapuskan kesalahan terdakwa. 
Pemberian hukuman yang sesuai dan tepat diharapkan mampu 
memberikan efek jera (deterrent effect) dan daya cegah (prevency effect). 
Pemberian efek jera dan daya cegah disini dengan maksud bahwa melalui 
pemberian sanksi pidana yang tepat diharapkan dapat memberikan efek 
prevensi general yaitu masyarakat akan berusaha mentaati hukum karena 
takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera bagi terpidana 
agar tidak melakukan tindak pidana lagi (prevensi special). 
Meskipun penulis menyadari, bahwa instrument pidana meskipun 
dengan sanksi yang tegas bukanlah satu-satunya upaya yang dapat 
menanggulangi dan memberantas tindak pidana pembunuhan tetapi 
diharapkan dengan tindakan yang konsekuen dan konsisten secara 
berkesinambungan dapat membuat orang berpikir berkali-kali jika ingin 
melakukannya, mengingat tindak pidana pembunuhan merupakan tindak 
pidana yang sering terjadi. 
Namun hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam 
menjatuhkan hukuman bagi terdakwa baik itu berdasarkan dari tuntutan 
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jaksa penuntut umum atau bahkan lebih dari apa yang dituntut oleh jaksa 
penuntut umum sendiri.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 
hakim (Prayoga, wawancara tanggal 03 Juli 2014) menurutnya bahwa : 
Setiap hakim tentu mempunyai pertimbangan masing-masing 
dalam menjatuhkan putusan, termasuk tinggi dan rendahnya 
hukuman bagi terdakwa. Hakim dalam kasus ini tentu melihat 
bahwa terdakwa sudah lanjut usia dan korbanlah yang memulai 
penyerangan. Sehingga hakim memutus perkara dengan hukuman 
yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum. 
 
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar 
mempertimbangkan segala aspek termasuk bahwa pemidanaan itu 
mempunyai delik psikologi (efek jera bagi para pelakunya). 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian penulis dalam bab pembahasan dan hasil 
penelitian, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap tindak pidana 
pembunuhan dalam putusan nomor 336/Pid.B/2013/ 
PN.SUNGG, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini 
yakni Pasal 338 KUHPidana telah sesuai dan tepat karena telah 
memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tersebut. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
terhadap pelaku dalam perkara putusan nomor 
336/Pid.B/2013/PN.SUNGG telah sesuai dengan berdasarkan 
pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik 
berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan 
terdakwa, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim 
sendiri. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan 
dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal yang menjadi 
pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman karena yang 
melakukan pemarangan terlebih dahulu adalah korban itu 
sendiri tanpa terdakwa ketahui penyebab korban melakukan hal 
tersebut.  
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B. Saran 
Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka 
penulis akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemikiran yang 
kemudian penulis tuangkan dalam bentuk saran yaitu: 
1. Penulis mengharapkan kepada segenap penegak hukum agar 
setiap pelaku kejahatan (khususnya tindak pidana 
pembunuhan) sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi 
sanksi yang mampu membuat para pelaku kejahatan jera. 
Sehingga setidaknya mampu mengurangi terjadinya tindak 
pidana terkhusus pada tindak pidana pembunuhan. 
2. Penegak hukum bersama masyarakat juga diharapkan dapat 
melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi tentang 
perbuatan apa saja yang dapat dipidana dan apa sanksinya 
sehingga dengan pengetahuan masyarakat yang lebih jelas 
akan hukum maka diharapkan akan mengurangi tingginya 
tindak pidana yang terjadi khususnya pada tindak pidana 
pembunuhan.  
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